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Perihal: Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan
Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor No.005/CORSEC-SAP/XI1/2022 tanggal 19 Desember 2022 mengenai
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satria Antaran Prima Tbk. dan
surat nomor No.005/SAP-CORSEC/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, PT Satria Antaran Prima Tbk. telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa tersebut kami lampirkan dalam surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Satria Antw bk.
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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk

Nomor : 04.-

-- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal dua Februari tahun --
dua ribu dua puluh tiga, pukul 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu -
Indonesia Barat). —--————————=——————————-———————————o—————————
-— Berada di hadapan saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di
Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ;—
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya
pada akhir akta i, —=——r——r——r—r e e e eSS R ST
~— Tuan BUDIYANTO DARMASTONO, lahir di Karang Anyar, pada-

tanggal 05 (lima) April 1967 (seribu sembilan ratus ---
enam puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di ----——-
Jakarta, Jalan Bango II Nomor 17 A, Rukun Tetangga 014,
Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan —--—--
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk ----——-
Kependudukan 3173070504670006, Warga Negara Indonesia;-

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --
jabatannya selaku Presiden Direktur dari perseroan ----
yang akan disebutkan dibawah ini dan berdasarkan kuasa
yang diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa perseroan terbatas “PT SATRIA ANTARAN PRIMA
Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan -
anggaran dasar terakhirnya dalam rangka merubah status
Perserocan menjadi Persercan Terbuka/Publik tercantum --
dalam akta tertanggal 07 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu --
delapan belas) nomor 32, yang dibuat di hadapan saya, -
Notaris dan teiah mendapat persetujuan dari Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -

Surat Keputusannya nNoMoY ———————=————mr———m——



e e
AHU-0012650.AH.01.02.TAHUN 2018 juncto surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan nomor
AHU-AH.01.03-0214433 dan surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data perserocan nomor AHU-AH.01.03-0214434, --
ketiganya tertanggal 08 (delapan) Juni 2018 (dua ribu -
delapan belas), anggaran dasar mana kemudian dirubah --

dengan aktd { ——=———=——m—————— s mm s rm e e S =

a. tertanggal 11 (sebelas) Januari 2019 (dua ribu ----
sembilan belas) nomecr 27, yang aslinya dibuat di ---
hadapan saya, Notaris dan telah diberitahukan serta
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------
Republik Indonesia dengan surat Penerimaan --—-----—---
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan ---—

tertanggal 14 (empat belas) Januari 2019 (dua ribu -

sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0022809; -———-—--—-
b. akta tertanggal 09 (sembilan) Agustus 2021 (dua ribu
dua puluh satu) nomor 21, yang aslinya dibuat ---———-
di hadapan saya, Notaris, dalam rangka penyesuaian -
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor —--——--
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan —--—-
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
Keputusannya nomor AHU-0044174.AH.01.02.TAHUN 2021,
dan telah diberitahukan serta dicatat dalam --———-——<
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -——==
dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -——-

Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0437527 juncto —=-

surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data —-——777

ra
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perseroan nomor AHU-AH.01.03-0437528, ketiganya -—---

tertanggal 16 (enam belas) Aguétus 2021 (dua ribu --

dua puluh satu); --—-—-———=-————————----------oToToo
dan perubahan pengurus perseroan terakhir tercantum ---—
dalam akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2022
(dua ribu dua puluh dua) nomor 59, yang dibuat oleh ---
saya, Notaris dan telah diberitahukan serta dicatat --—-
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -————---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik S
Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan -------
Perubahan Data perseroan tertanggal 26 (dua puluh enam)
Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor ————————-—<=
BHU-AH.01.09-0069410; —————=-————————————————————————=—
-selanjutnya perseroan terbatas “PT SATRIA ANTARAN ----

PRIMA Tbk” tersebut dalam akta ini cukup disebut ------

“Perseroan”. ———————————————-———-——————————-———-—————————=—=

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. ————-------——-=---<
-- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut —--
menerangkan terlebih dahulu: --------—"—"——-=——~—"—————-"——-""~
-- bahwa pada tanggal 01 (satu) Februari 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) pukul 14.09 W.I.B (empat belas lewat ----
sembilan menit Waktu Indonesia Barat) telah diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, sebagaimana —-----
ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 01 (satu)
Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 02, yang —-—--

dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut =-----

-- bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak --—-------
782.761.150 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus
enam puluh satu ribu seratus lima puluh) saham atau -------

mewakili 93,93% (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh --




tiga persen) dari 833.333.300 (delapan ratus tiga puluh ---
tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) -----
saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang -
sah dalam Perseroan hingga hari dan tanggal Rapat tersebut;
-- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat tersebut, dengan ----
memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Anggaran
Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83
Undang-Undang Nomeor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan —----——-
Terbatas (”“UUPT”), serta POJK 15/2020, dalam --——-—————————__
menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah melakukan -----
sebagai berikut : -———--r--n-—rr—————
1. Pemberitahuan mata acara dan rencana penyelenggaraan
Rapat kepada OJK yang disampaikan melalui situs web ---—-
Perserocan dan Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi
SPE OJK-IDXnet (“SPE-IDXnet) tanggal 19 (sembilan belas)
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan Ralat tanggal

22 (dua puluh dua) Desember 2022 (dua ribu dua puluh ---

2. Pengumuman kepada pemegang saham pada tanggal 26 (dua
puluh enam) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---—--
melalui situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI dan
SPE-IDXnet, ——————m——msmmm e e

3. Pemanggilan kepada pemegang saham pada tanggal 10 -———--
(sepuluh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui
situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI dan -—-——————"—
SPE-IDXnet. ————————————— e ————— =TT

-- bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah —-—-——-~

mengambil sebagian keputusan sebagaimana disebutkan gy, ===

bawah ini; - ————————— e T T

-- bahwa Rapat memberi kuasa kepada penghadap untuk --=—-—77

menyatakan keputusan Rapat dalam akta netaris. —--—————=77777
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—-- Selanjutnya penghadap senantiasa bertindak berdasarkan -
kekuasaan yang diberikan kepadanya itu menerangkan dengan -
ini menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut sesuai ---

dengan keputusan Rapat termaktub di atas sebagai berikut

Menegaskan susunan pemegang saham Perserocan sesuai -——-
dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan
Biro Administrasi Efek (BAE) per tanggal 4 (empat) ----
Januari 2022 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai --——-——--
berikut : ____________fﬁ________________H,______?Aé____
a. PT SATRIA INVESTAMA PERDANA scbhesar 47,76% (empat ---
puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen) atau -———--
sebanyak 398.000.000 (tiga ratus sembilan puluh -----
delapan juta) saham; -—————-—-=--—-—————————-————————
bh. MASYARAKAT sebesar 52,24% (lima puluh dua koma dua --
puluh empat persen) atau sebanyak 435.333.300 (empat
ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga
ribu tiga ratus) saham. -————-—-----——-———————————-——
Meningkatkan modal Persercan dari Rpl60.000.000.000,- -
(seratus enam puluh miliar Rupiah) menjadi --———-————-——-
Rp333.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar
Rupiah) dan sehubungan dengan hal tersebut merubah ----
pasal 4 Anggaran Dasar Persercan. ———————————————--—=—-
Merubah pasal 11, pasal 12 dan pasal 14 Anggaran Dasar
serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar -——-—=—-

Pefigarpall: =—c=mmrsmoomemmeoSoSSs S e RS s T e Te TR RS S

=Sehingga, sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut -

atas untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Persercan

ditulis dan berbunyi sebagai berikut: ———————=——-=—--—————-

--------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN------===-=====-

Persercan Terbatas ini bernama : —————————————————————-

o



——————————— “PT SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk"” —-—-—————-———e___
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut --—
dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan. -
Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di ----—_
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -----

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----

terbatas. ———==——rrrrmmr e e e e e e e e
—————————— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA----—-==——--—
—————————————————————————— Pasal 3-------—=--——-—---mm———— e
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam -----

bidang Jasa. =—==—=mmmmm e e e e e e S e e e e e

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
Barikult ;| — o e e e e e e

-Kegiatan Usaha Utama : —----=--=-———----c--mm——o—————

a. Aktivitas Kurir, mencakup usaha Jasa pelayanan ---
pengiriman barang yang dilakukan secara komersial --
selain kegiatan pengiriman pos universal. -----—————-
Kegiatannya mencakup pengumpulan/pengampbilan, ---——-
penyortiran/pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran
surat, dokumen, parsel, barang, dan paket baik --———-
domestik maupun internasiecnal melalui perusahaan ——-
dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan -—-—
dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi
atau angkutan umum. Aktivitas ini meliputi seluruh
kegiatan penyelenggaraan pos yang jenis dan tarif --—

layanannya ditetapkan oleh penyelenggara poes —--—-—-———~

berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya -~




sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah (KBLI 53201).

’}3. Aktivitas Pengepakan, mencakuﬁ usaha jasa ---————--
pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (fee) --
atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu ----
proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan ---
makanan, pengemasan benda padat (blister packaging,
pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain), -
pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, -
pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemaéan -
parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. ----

Termasuk pengalengan dan sejenisnya (KBLI 82920) .---

c. Pergudangan Dan Penyimpanan, mencakup usaha yang --
melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara ---—
sepelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, --
dengan tujuan komersil (KBLI 52101). ---==-————————-

-Kegiatan Usaha Penunjang : —————————==————-=—-——-==-~=—~=—

a. Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), --=
mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang
dalam volume besar, yang diangkut melalui alat ----
angkutan udara (KBLI 52294). —-—-—=-—————=———=——=—=——

| b. Bktivitas Agen Kurir mencakup usaha Jjasa swasta ----
sebagal mitra usaha penyelenggara pos yang --————-—-
menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan --—-—----
pemrosesan barang baik domestik maupun ----—--—---=——--—
internasional. Kelompok ini tidak mencakup --————-—-

pengangkutan, dan pengantaran (KBLI (53202). --—=---

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah sebesar ------————---——--—-
Rp333.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar

Rupiah) vang terbagl atas 3.330.000.000 (tiga miliar --




e
tiga ratus tiga puluh juta) saham, masing-masing saham

bernilai nominal Rpl00,- (seratus Rupiah). -—-—————_____
Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
25,02% (duq puluh lima koma nol dua persen) atauy —--—-———-—
sejumlah Rp83.333.330.000,- (delapan puluh tiga miliar
tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh -
ribu Rupiah) vyang terbagi atas 833.333.300 (delapan ---
ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga -
ribu tiga ratus) saham, oleh para pemegang saham yang -
telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai —--
nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum
penutup akka. —--Sm oo —m s s s s s s ST S s s s e e
Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara ----
selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud
maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai
bafikuk ;§ ====s=csm——=m——mr——— e e s e

a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib --

diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran ---

Dasar ini disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham”

atau “RUPS”) mengenai penyetoran tersebut; ----—-—---

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib —--
dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan atau instansi vyang berwenang dan/atau --—-
pelaksananya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini -

cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijaminkan -—-

dengan cara apapun juga;-——-——————=———————————————— ===
c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari ROUPS,
dengan memperhatikan ketentuan kuorum sebagaimana —-—
diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini dan ----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -—--
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5.

\/L"g_ A __.__.) T'/ _____
berlaku di bidang Pasar Meodal; --————————————=———-=—-—-

ld. dalam hal benda yang dijadikaﬁ sebagai setoran modal

dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat
di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan --—-

berdasarkan nilai pasar wajar; —-—--———————————=—=---

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ---
ditahan, agio saham, laba bersih Perserocan dan/atau
unsur modal sendiri, maka laba ditahan, aglo saham,
laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal séndiri
lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan -—---
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa ---
akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar

tanpa pengecualian. -—-———————————————m—————————————

-Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. —
Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
Persercan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan ---
harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga
tersebut tidak dibawah harga pari/nominal, dengan -----
mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam ---
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan --
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ---
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----
Perseroan dicatatkan. =————————————=m——a—o————so oo
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ---
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham
atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek
yang memberikan hak untuk memperocleh Saham antara --
lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan --

dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan




€.

-

dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahuluy
kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam --
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang --
ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek ---
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan
jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perserocan atas nama pemegang saham
masing-masing pada tanggal tersebut; -——--—-———————.
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan
diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ------
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan --
peraturan yvang berlaku di bidang Pasar Modal; ---———-
Efek Bersifat Ekuitas vyang akan dikeluarkan oleh ---
Persercan tersebut di atas harus mendapat ---———-—-—-
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan ------
syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ------=
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ---
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di ---
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; —---
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh --
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak —---——-
Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan ---—-
kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan --
Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila —-——~
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan,
Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diampbil tersebut
wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak --——~
Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh

masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan

10



(AMTOR NOTARIS

| YULIA S. H.

e

Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan —--—————--
memperhatikan peraturan perundang—undangan dan ----—-
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ---——-
Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham ------
sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam -
hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas --
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu --
yang bertindak sebagal pembeli siaga dengan hafga -
dan syarat-syarat yang sama, Kkecuall ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal; ---————-———————-—————=—-
Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah ---
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan --
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang -—-—--
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangil
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan ---
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia; ———=———r—————m— S —
Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham
sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar
Modal, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun
selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan,
melalui pengeluaran saham: (a) ditujukan kepada ----
karyawan Perseroan, (b) ditujukan kepada pemegang —--—
obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi ------=
menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan -—--———--
persetujuan RUPS, (c) dilakukan dalam rangka -------
reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah --

disetujui oleh RUPS, dan/atau (d) dilakukan sesuai

11



6.

&

dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang mengatur
mengenai penambahan modal tanpa memberikan Hak —————
Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang terlebih dahulu -
memperoleh persetujuan RUPS; dengan peraturan yang

berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang

penambahan medal tanpa memberikan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu; —-—-—-—=—————--——————————e
h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ---
Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan ---
seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) ----
sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan --
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang —---
berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa

Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan —-------

dicatatkan mengizinkannya. —-=—————=———s——m—e———mo———
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk
pemegang Efek vyang dapat ditukar dengan saham atau --
Efek vyang memberikan hak untuk mempercleh saham, ------
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan --
RUPS terdahulu wyang telah menyetujuil pengeluaran efek
tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang
termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ——-
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana —---
saham-saham Perserocan dicatatkan. ---—--—-—-————--—-———==——7=
Penambahan modal dasar Perserocan hanya dapat --———=———--
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal modal
dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham
lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS, dengan -—-—————-
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, --———-

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
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|9.

di bidang Pasar Modal. ———==——=-————————=—==-—-————---—-
Penambahan modal dasar yang mengékibatkan modal ---———---
ditempatkan dan disetor menjadi kurang darl 25% (dua —--
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan --
sgpanjiang § so— = sm—ese—esescoooRSESSSREsmEmEEE
a. telah memperoleh persetujuan RUPS yang menyetujuil

‘ untuk menambah modal dasar; -————————————"————-——-————

‘ b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak --

‘ Asasi Manusia Republik Indonesia; ————==————————===-

|c. penambahan modal ditempatkan dan disetor,----———-—--

sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam --
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah --
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --—-

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8

butir b Pasal ini; -—-—-—————————————————————————— oo
d. dalam hal penambéhan modal disetor sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 8 butir ¢ tidak terpenuhi ------
sepenuhnya, maka Perserocan harus mengubah kembali --
anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan --
disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam ---
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu ----

dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;-----

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8
butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk
mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam
ayat 8 butir d Pasal ini.----—-————————————————————

Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan --

~ modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya ------—-




e =am

10.

3.

penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal —----
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima -——--—
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang -
sama dengan saham lainnya vang diterbitkan oleh ---
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perserocan
untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar ---
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor ---
Eepseblill. ——=———m—m e e e e S

Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah

dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari -

Jumlah modal wyang telah ditempatkan atau dalam jumlah

lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan --

—-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai —--
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku di bidang Pasar Modal.--—--—------—----—-——————————

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perserocan adalah --
saham atas nama pemilik sebagaimana terdaftar dalam ---
Daftar Pemegang Saham Perseroan. —-—————=—=————====-———=
Untuk setiap saham dapat dikeluarkan 1 (satu) --——-
sertifikat saham dan sertifikat-sertifikat saham --—=--
tersepbut harus diberi nomor urut.-—----—-—-—-——————=————=———-—
Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal
atau tanpa nilai nominal. ——=-———————————=-——————=——=—"
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan
sesual dengan peraturan perundang-undangan dan ------77
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -—--—-=--—~

Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak

14
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6.

e

saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai -----
pemilik dari 1 (satu) saham, yaifu orang atau badan --
hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang
bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang
berhak untuk melaksanakan dan mempergunakan semua hak
vang diberikan oleh hukum atas suatu saham. Setiap 1 ==
(satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. —-—-————-——----
Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi ---
milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki. e
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara ----
tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain ---
sebagai kuasa mereka bersama dan hanya pihak yang ----
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang tercatat --
dalam Daftar Pemegang Saham Perserocan dan hanya wakil
inilah vyang harus dianggap sebagal pemegang yang sah
atas saham yang bersangkutan dan berhak mempergunakan
semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas --
kepemilikan saham tersebut. --——————————-———————————————-
Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum --——----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak -
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan —-----
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk --—————-—-—-
mempberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -------—
mengenal penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak
memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar ---
dalam Daftar Pemegang Saham Perserocan sebagal satu- --
satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham ----—-
terseblif. ==——=r—er———— e e s e e s e e SRR SR
Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk ---

kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang




10.

4.

———

diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan ----—--—
perundang-undangan yang berlaku. --——---——omee . __
Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat --
dijaminkan dengan memperhatikan peraturan-peraturan ---
mengenal pemberian Jaminan saham, peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar --
modal dan peraturan perundang-undangan Bursa Efek di -
tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan. —------—-
Untuk saham Perseroan vang tercatat pada Bursa Efek di

Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar

Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat

@i mana saham-saham Perseroan dicatatkan. —-—-—————==—-—-

Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama ---
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -
Perseroan sesual dengan peraturan perundang-undangan --
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta
ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. ————————————————=——-—-
Bpabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --——-
saham diberi sehelai surat saham. —-——————————=——————==~
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki
oleh seorang pemegang saham, —--—-——————--=——==-—=—=—=—=
Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : ——==777
a. Nama dan alamat pemegang saham; —---—-———————=———-="~
b. Nomor surat saham; ---———-———===————=—————————————————="=
c. Tanggal pengeluaran surat saham; -—---—--———————="7777
d. Nilai nominal saham; -—-—————————————=——————=——————=-<

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ---——-—--"777
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dicantumkan : ——————————————————— - — oo ——mm—— —— e
a. Nama dan alamat pemegang saham; -—=——=—=——=————==-———

b. Nomor surat kolektif saham; -—--———————=—=——————=——=

¢c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----—-—-—---
d. Nilai nominal saham; --—--——===———————=——=—-——""————"

e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;

Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi
Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas
lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapaf e
dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta —-
ditandatangani oleh Presiden Direktur atau tanda -----—
tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan -
surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi -----—-
dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya
yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan ----—--
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal. ———-———s—=—smmm e e s e —

Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank --
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi -----—-
kolektif), Perserocan menerbitkan sertifikat atau ---—----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ---—-—-—-
bersangkutan, yang ditandatangani oleh Presiden -------
Direktur, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung
pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut ---
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar ----
pemegang saham Perserocan. ————————-—————--——--—--—-———-—————

Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk ----

saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-




kurangnya mencantumkan : ————====——————m——__________
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
| Kolektif yang bersangkutan; ---———-—-=——ce———_______
b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi —--—-——-
[ tertulis; —————mmmmmmm .
c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atay —-—-
’ konfirmasi tertulis; -—--——————————m——— o ___
d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam ----
sertifikat atau konfirmasi tertulis; —--—————--o-———__
e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan ------

Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah -----

sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan ---

yang lalny sSes—sss—ms e e s e GsSmEe s rrsmm—e——

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk ---

Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai ----
lagi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti -
dengan cara sebagai berikut: --—————---——------—-—-o—-——
a. pihak vyang mengajukan permohonan penggantian saham

adalah pemilik surat saham tersebut secara tertulis;

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -—-
Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian
dihapuskan dan dimusnahkan oleh Direksi dan kejadian --
tersebut harus dituangkan dalam berita acara untuk -—-
dilaporkan dalam RUPS berikutnya. —-————————————=————==——=

Apabila surat saham hilang maka atas permintaan ----
tertulis dari pemegang saham yang berkepentingan, --—-

penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika
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ffa. pihak yang mengajukan permchonan penggantian saham

l adalah pemilik surat saham tersebut; —-——-————=—————
‘ b. perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat
sahan tersebult; = —sss——e— e e e e m e e =
c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham-
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi
Parsergan; dan —eoS—mssee e e e e s e T s e
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yaﬁg e
hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di --
mana saham Persercan dicatatkan dalam waktu paling
kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran ---

pengganti surat saham. --—-——-—=—-—=-—-—--————-——-——-———

Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, --
maka asli surat saham menjadi batal dan tidak berlaku -
serta tidak mengikat lagi terhadap Persercan. —--——-—---—--
Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada
Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal di Indonesia. —-——=——=—==——————=-=

Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga --——-
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham

dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. ----

Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : —-——=-——-—————————=

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----———-—>———-




b. Jumlah keseluruhan saham yang dimiliki oleh setiap

T3

pemegang saham, nomor seri dan tanggal —-——————_____

dikeluarkannya surat saham/surat kolektif yang

mewakili kepentingan kepemilikan saham tersebut ————

serta klasifikasi saham (apabila ada); --——————____
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; —--——-————_____
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang ---
mempunyal hak gadai atau jaminan fidusia atas saham
dan tanggal perolehan hak gadai tersebut, serta; --
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain
' Uang; dall ——————m e e e
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada -----
perseroan lalin serta tanggal saham itu diperoleh. -----
Pemegang saham harus memberitahukan secara tertulis --
setiap perubahan alamat dari pemegang saham kepada ---—-
Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi
Efek yang ditunjuk oleh Direksi). —-———————=—cee——mmm——-
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka ---
semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan -
pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat ---
pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar ----
Pemegang Saham Perseroan.  —=—==——ssmseoomm—m—mos e
Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -—-
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang -
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor --
Persercan. ———————-=m e e

Setiap catatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang
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Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan ---
penandatanganan pencatatan atas ﬁerubahan tersebut c¢leh
Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi
atau kuasa Direksi vyang sah Biro Administrasi Efek --
yang ditunjuk Direksi, sesuali dengan peraturan ---—----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal di Inmdonesia. ——==——r—=sso—=rm—soosmsmsos=—s

9.

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar ------
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatﬁ ot
penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut
saham atau hak atau kepentingan atas saham harus ------
dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan -
untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di -—-—=---
Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar ---
Modal di Indonesia. =———=—=—=——————————————————————————=

Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau
penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas
saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan
cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan —---—-
bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi

mengenai gadai atau fidusia atas saham yang --———--—---

10.

bersangkutan. ——————————————-——— - oo ———— s
Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar --
Pemegang Saham Perseroan adalah para pemegang saham ---
yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan ----
semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham
berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan

lain serta Rnggdran Dasar inji. —————==—r=mos——os—sesa—=




T_;T‘d;;;;;_;;lam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan

3.

5.

dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang --
Saham Persercan atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ————————=-==————
Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk ----
kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau

Perusahaan Efek tersebut. --———----------—-———-o——————

.Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----

Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak ---
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ------
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ---=
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk ----
Kontrak Investasi Kolektif tersebut. —-————---————=—————=
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi
tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau
Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3
Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan. ————-—————————————-———————=—==

Persercan wajlb memutasikan saham dalam Penitipan —-—---—
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana -
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar --—---

Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang -

(S
S
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6.

10.

11.

ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
Bank Kustodian dimaksud. ————————mmmmmm—mmmm e
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan -
atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Persercan. -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi ----
tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti -
pencatatan dalam rekening Eﬁek.——————ﬂk——————————;——H—

Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan --
klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan -—----
adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu --—--
dengan yang lain. ——=——=——-————————————-—————-—o——o——

Perserocan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke --—-
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut -
hilang atau musnah, kecuall pemegang saham yang meminta
mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan
yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar
pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah ——-
tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau --
MUSHAR, =——mmm oo s e e e e SR s S e e
Perserocan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke ---
dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut ------
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan

Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara ----

Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam ---
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan
suara dalam RUPS, sesual dengan jumlah saham yang ---—-
dimilikinya pada rekening Efek tersebut. --————--———----

Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan




12.

13.

14.

daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan
yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya
diserahkan kepada Perserocan paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. —-—===-e———————o
Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara
dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan --
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif --

.pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan, dengan -----

ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib --—-———-
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling ---

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan

Perseroan wajlb menyerahkan dividen, saham bonus atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada -
Lembaga Penyimpanan dan Penyeslesaian atas saham dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---—-=
Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada -—-
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing ------
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan --
Efek tersegbib. — — = i s s s it s e

Perseroan waJjib menyerahkan dividen, saham bonus atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada
Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian vang merupakan bagian dari portofolio

Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi ----
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————

kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif -
pada Lembaga Penyimpanan dan Penjelesaian. —————————————
Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang ---
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam ---
Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan -----
ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta ----
jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing peﬁegang
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, -
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk =---—-
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya --
tersebut . ————————— s m e —
Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan -=-
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan --
Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di -

mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ——-—-———————————=——=

. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan

oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu
dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan -----——-
berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani ---—
oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau

wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain




.

3.

vang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut ----
pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam -----

Anggaran Dasar ini. --——-----—--———-———mmmmo—oo oo —m o

. Rkta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana -------

dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ----
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi --
dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan —---
ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang
tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi --
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal di Indonesia. —-———-————————————————
Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening
pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar
rekening, ataupun sebagal mutasi dari suatu rekening
dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang
saham vang bukan pemegang rekening dalam Penitipan --
Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas ---—-—-—-——-
pemindahan hak oleh Direksi Perserocan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 9 di atas. ——————=——=——=————=———-———
Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. --
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ----
dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang --——-
dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak
sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ---—----

ditangguhkan: ———=—————mm—m—mmemc oo —smesRoSn e s S ne

. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam ---

Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan ---
surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu ---
harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Presiden

Direktur, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro --
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10.

Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi. -———=——=====---
Pemindahan hak atas saham atau gadai saham mengenail
saham yang tidak terdaftar pada Bursa Efek hanya dapat
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham jika pemindahan
hak atas saham atau gadai saham tersebut dapat ----
dibuktikan oleh pemilik atas saham dalam Persercan yang
tidak terdaftar pada Bursa Efek di tempat di mana ---

saham-saham Perseroan dicatatkan. —--—-—-——-——=—-=—=—-——————===

. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan —--

memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk -------
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar ----
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar —--
tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan

dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -————=——==-—=——-

. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak

atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan -—-
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya ---
selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal —-————-

permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek,

setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas ---
saham yang dimaksud, dilakukan sesual dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal & Indonesisa. =———————r—e———crmar—-a=-—mssSESS
Setiap orang vyang memperoleh hak atas suatu saham --
karena kematian seorang pemegang saham atau karena -—-
sebab lain vang mengakibatkan pemilikan suatu saham ---
beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan -----
mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu -----
dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permchonan

secara tertulis untuk didaftarkan sebagal pemegang ---




_Ii;;;;;ﬂggzz_;aham tersebut. ————————————— o __

l 11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat
menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan —-----—
ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal di Indonesia. ——————-————————mm——m
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran
Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas =---
saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham --
harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap ----

setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini. -—-———-—-——---

13. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu ----
saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar ----
Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari --
saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut
telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal --—-—————-
tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang- ---—-—
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --

Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana -—-

saham-saham Perserocan dicatatkan. ---—----—————-——-—-————-
| 14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek
di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di ---
Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan --------
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang Pasar Modal di Indenesia serta ketentuan ----
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ---—-—

dicatatkan. ——=— s e e e e

1. Perserocan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi vyang

I terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi,
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dengan susunan sebagai berikut: ----------——————-—-———-

- Seorang Presiden Direktur; dan ———————mmm—mm——m

- Seorang Direktur atau lebih. -—-=-——-—————————————--——-

| 2. Yang dapat diangkat sebagal anggota Direksi adalah ----
orang perseorangan yang memenuhl persyaratan sesuai ---
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di bidang pasar modal. —-——————-———————-———————————————-~

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 pasal ini, pengangkatan anggota Direksi SR
dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman ---
serta persyaratan lain berdasarkan peraturan ---—-—-——--—-

perundangan yang berlaku. -—-------—--——-————————-———————-

| 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal
ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh --——————-

‘ Persergan. ————————— - -~ - - - - - - - - - - - ——————
' 5. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan menjabat selama
‘ masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ---
‘ yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat
{ dan berakhir pada tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ke-5
(lima) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan --
‘ tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu —-----—-—--
memberhentikan atau menentukan lain dengan --———--—-----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan -—-

vand Berlaki: ———rm——memmemm——eoom—snSEer it s e mS keSS

‘ 6. Bnggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat
| diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. —--—----
| 7. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi -----
| sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. —-——————-

l b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana ---

dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota --

Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ------



persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau ---
karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut ---
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
membela diri dalam RUPS.-——-——-———————-——mm—

Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut ---
tidak diperlukan dalam hal vyang bersangkutan tidak -
berkeberatan atas pemberhentian tersebut., ---—------

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ----—----
ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)
ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam ---
kKeputugan RURP$: —————————rem==—om——ocrer oo om oo m s
Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ------
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---
kepada Persercan paling lambat 90 (sembilan puluh) -
hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. -
Persercan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----——---
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ---—--
Direksi yang bersangkutan dalam Jjangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah --—-
diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
Dalam hal Persercan tidak menyelenggarakan RUPS ----
dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya --
kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota ------
Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota --
Direksi yang bersangkutan berhentl dari jabatannya -
tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan --——-—-—-—-—-———-
memperhatikan ketentuan huruf (d) di bawah ini. ----
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri —----

tersebut tetap dapat dimintakan ----------———=-=r—=--

-___‘__-___‘—_
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pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak

pengangkatan yang bersangkutah hingga tanggal —-———--
pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. --—-----
b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota --
Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban ------
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesual ---
dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- -—-—--—-

undangan yang berlaku. —-—-——————————==———=————————==-

¢. Pembebasan tanggung Jjawab anggota Direksi yand —————
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan ---
membebaskanhys . —————————omo=—m——msmamoos SR SRR SE S
’ d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut -
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ---
diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga -——————-
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
9. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan -
untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan --

menyebutkan alasannya. ——-——————————————-—————=—=————=

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada --
butir (a) diberitahukan secara tertulis kepada —-———-
anggota Direksi yang bersangkutan. -—-——————————=—=--
c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara ----—--
tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Dasar ini. -——--—--———=————=
] d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)

hari kalender setelah tanggal pemberhentian -----—---

sementara harus diselenggarakan RUPS. —-———-—————————
] e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) pasal

I ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi ------
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kesempatan untuk membela diri dalam Rapat apabila --
anggota Direksi vang diberhentikan sementara —-------
tersebut hadir dalam Rapat.--—-——---——=—===—————————-
l f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan -----—---—-—-
] pemberhentian sementara tersebut. ---—-—---—--7—------
I g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian --
sementara, anggota Direksi yang bersangkutan -------
diberhentikan untuk seterusnya. —————————————————~
' h. Apabila anggeota Direksi yang diberhentikan sementara
tersebut tidak hadir dalam Rapat maka anggota ----—--
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut ------
dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela ----
dirinyva dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi
yang diberhentikan sementara tersebut menerima -----
kepubtusan RIOBS, —=— s e e e s e
i. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah tanggal pemberhentian sementara --—-
sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini RUPS --
tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat ---————-

mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara --

anggeta Direksi tersebut menjadi batal. -———————---=-
10. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara —---—-
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berwenang : ---—-
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan -

Perseroan sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan;

‘ b. mewakili Persercan di dalam maupun di luar -----—-——-

l pengadllam, i i s e B e i
| 11. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 10
pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian ---——--

sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: --—------—-




KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.J

‘ a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau --—--—--

membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 9 huruf (f) pasal ini atau ------

| b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ---

] ayat 9 huruf (d) pasal ini --—-———-——-——==--——=—————=

‘ 12. RUPS dapat : ———————=——=——————————————— o — oo
f a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang

anggota Direksi yang diberhentikan dari Jabatannya:

b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang
anggota Direksi yang mengundurkan diri dari --------
jabatannya; atau —-—-—--———-————-———————————-——-———————=
‘ c. Mengangkat seseorang sebagal anggota Direksi untuk

| mengisi suatu lowongan: dan ———————=s——mco—————m—m—mes

| d. Menambah jumlah anggota Direksi baru. ---—-———————--=

| 13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya -—--—-——-
perakhir, apabila anggota Direksi tersebut : -—--—-——-——-

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan

| berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau —--——---—-
] b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
‘ yang berlaku; atau ——=-——s==s—=-—m——s=moosmoomoo—mmss

g« Meninggal dunias aban——————=sscsm = om e

d. Diberhentikan karena keputusan RUPS; - ———-——————————-

e. Masa jabatannya berakhir. ----—-—————-———m=rm—mm————=

| 14. Bilamana Jjabatan seorang anggota Direksi lowong karena

‘ sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi
| kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada
! ayat 1 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan
. puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan itu,

i harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut,

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
d_—__———-



1. Direksi berhak mewakili Perserocan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --------
kejadian, mengikat Persercan dengan pihak lain dan ----
pihak lain dengan Perserocan, serta menjalankan segala -
tindakan, baik yang mengenal kepengurusan maupun -----—-
kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Persercan, akan --

tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -—-——-—------————-—-

a. Menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali

yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari- -

b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak ---
atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang ---
bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta -
kekayaan Persercan, vyang nilainya kurang dari atau

sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total ---

aset Perseroan; —-———————————-"—-—-—-—-———————————-————-———

| c. Mengikat Perseroan sebagal penanggung hutang yang --
| nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima --

puluh persen) dari total aset Perseroan; —--————--——---

] d. Perserocan sebagai penanggung hutang yang nilainya --
kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh -----
persen) dari total aset Perserocan; -———————————————

-harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang— -

undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa

Efek di tempat dimana saham Perserocan dicatatkan. ———--

‘ 2. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak ---

LHEEEEE_EE? atas nama Direksi serta mewakili --------
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‘ Pesercali; ———=————s=cososmeoosoSsssmmmmEmEE e

i b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau —---—----

f berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---—
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Pergseroan. ————————smm—oooo—-oSSsSseoo s oSS osmesmmmame

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: --—-—----

- Mengalihkan kekayaan Persercan (yang bukan mefupakan
persediaan dan bukan dalam rangka menjalankan ----—-
kegiatan usaha Perseroan sehari-hari); atau --—------

- Menjadikan Jaminan wutang kekayaan Perseroan; yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari --
jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan -—-------——<
memperhatikan peraturan pasar modal. —=-—————=-——=-=

Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang --—-——-—--

bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota

Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota ---—-—

Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. ----—-—

Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling ----
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat ----
diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas --
permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota --
Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu)
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakilil
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan ——----—-

menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. --=-—-——-———-

e —
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l 2.

3.

4.

5.

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota —---—---—
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan
Pasal 12 Anggaran Dasar. —-————————————————————————————-
Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan ---
surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan ---
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat
tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimile ---
yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 --
(empat belas) hari atau 7 (tujuh) hari (untuk keadaan -

mendesak) sebelum tanggal Rapat diadakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----
.Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara ---
lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang -----
perisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat --
tersebut, dan disertail dengan dokumen-dokumen yang ----—
berhubungan dengan diskusi dalam rapat. Jika semua --—--
anggota Direksi hadir untuk diwakili dalam Rapat —--————-
Direksi, pemberitahuan sebelumnya tidak diharuskan dan

Rapat tersebut berhak mengambil putusan yang sah dan --

mengikat., —————-mmmmmmmm e e e
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Persercan --
atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam
wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota ----
Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih ----
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi --
dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik --
Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan
Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang

sah dan mengikat. --——-——------—--——————--———————— -

l 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam --

J_—Eii_fffiiffn Direktur berhalangan atau tidak hadir ---
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karena alasan apapun Jjuga hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ---—-
dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang
hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -——----=-—-—--—=
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk -----
keperluan tersebut termasuk surat kuasa yang dikirimkan
melalui faksimile dengan tanda terima elektronik. —----—-
Anggota Direksi dapat mewakili 1 (satu) atau lebih ----
anggota Direksi lain dalam Rapat Direksi. ---====—=--—--
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
vang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----
diwakili secara sah dalam rapat. —-—-—-——-—--——"—————————————

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat; --————-——-———=-————————=—————— ——

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---—-—
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling —--———-
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -
Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam Rapat Direksi, --
Rapat Direksi lain secara otomatis diselenggarakan ----
ditempat dan waktu yang sama 14 (empat belas) hari -—--
setelah tanggal dari usulan Rapat Direksi pertama vyang
akan membahas hal yang sama. ——————————————————————-——=

Dalam Rapat Direksi kedua tersebut, kuorum yang sama -—-
untuk menyelenggarakan Rapat Direksi yang sah ----———--

digVErakan ., =—=-mrrremsrmemme e s m s e T S R e e e

—_—



-

10.

11.

12.

Jika kuorum tidak tercapai dalam Rapat Direksi kedua, -
maka 1 (satu) Direktur dapat memanggil Rapat Dewan --—-—-
Komisaris, yang akan membahas hal-hal yang seharusnya -
dibahas dalam Rapat Direksi tersebut. -———————-—-———-—-
Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----—-
berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan ----——-
menentukan., —————-——-—--—————mm e
a. BSetiap anggota Direksi vyang hadir berhak -----—-—=--

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -

suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ———-—-—-—

drwalrlinya, S-S sSs eSS ST s SnaRae raeee

. Pemungutan suara mengenail diri orang dilakukan ----

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenal hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat --———-—-——-

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara
yvang sama dengan dengan suara mayeritas yang ------
mengeluarkan suara dalam rapat. ——————-—————————————

a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana -

dimaksud dalam ketentuan ayat (5), Rapat Direksi --

dapat Jjuga dilakukan melalui media telekonferensi,
video konferensi atau melalui sarana media --------
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta

Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara

langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (a) ----

diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan -

kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta ---
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WJEG;EZZEQI;;;ujui dan ditandatangani. ---—-—--—-—-=-=——=7—-

‘ 13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ---

dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi.
Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang
ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat --
dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat
Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota
Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi, dalam hal --—---
terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangaﬁi —-——=
Risalah Rapat Direksi, vyang bersangkutan wajib ----—--
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat -----
tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi.
Risalah ini merupakan buktl vang sah untuk para anggota
Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang
diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah

dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak ---

disyaraflkan. w—scsme s e S

14. Direksi dapat juga mengampbil keputusan yang sah tanpa -

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ------
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis ----
mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota
| Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis serta menandatangani ---------
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan --—-

cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ---

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

15. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan --

Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali --

dalam 4 (empat) bulian. —————=—m s e e e

1 16. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud -

dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun --——---



1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang

anggota Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai
Presiden Komisaris dan vyang lainnya diangkat sebagai
Komisaris. Persercan wajib memiliki Komisaris ---------
Independen sesual dengan peraturan perundang-undangan -

vang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia. —-——--

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang

perseorangan vang memenuhi persyaratan sesual peraturan

_perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

pasay nodal . —————sE=ssssssnati s aa e T S s e s s

3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam --

ayat 2, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut: -—--——---————m——mmm e

d.

Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai --—
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, --—--
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan —---
Persercan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan —-————-
terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagal
Komisaris Independen Perseroan pada periode --——--—----
e A s e e e i e S A i R e S e
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak ---
langsung pada Perseroan; —--——————————————=-—-—————————-
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan,
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau -----
pemegang saham utama Perserocan; dan ——————————=——--—-
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha

Perseroan., ————mmm—mmmm e e e e e S
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6.

selama masa Jjabatan 5 (lima) tahﬁn terhitung sejak —-——-
tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka)
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan
ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), -
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu --
memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ---
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
Anggota Dewan Komisaris setelah masa Jabatannya ; ——————

berakhir dapat diangkat kembali sesual dengan keputusan

a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan —-——-—-—-—-—
Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan ---------
alasannya., —————-——————— - —————— - s ———— oo

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -————-—--

sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan =---=--

apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan --
| tidak lagi memeriuhi persyaratan sebagai anggota ———-—

Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan

yang merugikan Perserocan atau karena alasan lainnya

yang dinilai tepat oleh RUPS. ——=————====—===—--—==—=

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ----
tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi --
kesempatan membela diri dalam RUPS. —-———————————===

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut ---

tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak -

berkeberatan atas pemberhentian tersebut. ---—-—-—-----

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak

ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)

ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam ---

J;hfi?utusan e

—_
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TETFTJgfdggg;ang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan

diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --
tertulis Perserocan paling lambat 90 (sembilan puluh)

hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya

mengenal maksudnya tersebut kepada Persercan. -—-—--

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---—--———-
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan
Komisaris dalam jangka waktu paling lampat 90 --—---

(sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya -

surat pengunduran diri. -—---————————————-—-———————=

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS —----
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat -
ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, ---
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah
tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan -—-—--=—-=—-

memperhatikan ketentuan huruf (g) pasal ini. -———---

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota --
Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ---
dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- ---—--

undangan yang berlaku. ————-—-----—--—-=-—-———————————

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan -
diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat -------
dimintakan pertanggung jawabannya sebagal anggota --
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya ---—-

dalam RUPS. s—=———mmmmme—m e e e

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris --
yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS —------

Tahunan membebaskannya. -—-———————————=—————————-———=

L—E;_Eiiif_hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri
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sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan ---—----
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka --
pengunduran diri tersebut sah apabila telah --—-----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ----

Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi -------

persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.-—
RUPS dapaf ! ——r——m——me——e oo s m e e SRS
a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota

Dewan Komisaris yang diberhentikan dari Jjabatannya;

b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota

Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari --------

jabatannya; atdl —————————=mr—mm—o——————s—mmnes oo

c. Mengangkat seseorang sebagail anggota Dewan Komisaris
L untuk mengisi suatu lowongan; atau —---—--—————-——----—

d. Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru. -------
-Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk —------
mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari ---
anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan --
tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan
Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa Jabatan
dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu,
kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS . ——————————=
Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir
dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris -—--—-—
Ltefsebaty —ocrmsmsmootms eSS eSS E T Re s SR T SR SRR

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan

\ berdasarkan suatu keputusan pengadilan; --------—-—-

i_li;kfiifff“g menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris —--




10.

11.

(4]

karena ketentuan dari suatu undang-undang atau —-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; —-———————-

c. Meninggal dunia; atau-—---————=——m—mm—r——————m e

d. Diberhentikan karena Keputusan RUPS. -——-—-—-————————-

Bilamana Jjabatan seorang anggcta Dewan Komisaris lowong
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris -
kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam —-
ayat (1) pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam ---—-
waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari -----
kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk --

mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ----—-—--

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ---

pasar mogdal. ——————mmmmr e s s e e e e e e
Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama —--
penggantinya belum diangkat atau belum memangku -----—-
jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan —-—-—-——-———-
menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai

wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagal —-——-————

Presiden Komisaris. ————————————————————mm—mm—mm

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan —-----
bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan ---
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik --—--
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi
nasihat kepada Direksi. -==---—=—-——ommmmm—mrm
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas --
dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan
Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan —--

komite audit maupun komite lainnya sebagaimana -------
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ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ------
peraturan yang berlaku di Pasar‘Modal, serta ---—-————--
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja —------
komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku --——----
Perseroan, -—-—————————- - - - - — - ———m e
Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ---
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---
tempat lain yang dipergunakan atau vyang dikuasai oleh
Persercan dan berhak memeriksa semua pembukuan, éurat =
dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa --
dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan —----—-
verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak -
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap ---
anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan ----
tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan -

Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya. —-——-——-—-—-—

. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris

diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan
Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang
diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. ---
Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ---—-
untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota -----
Direksi dari Jjabatannya, apabila anggota Direksi --—-—--
tersebut dianggap bertindak bertentanhgan dengan --—-—---—-
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan ---
yvang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat
alasan yang mendesak bagli Perserocan. —--——————————————-—-

Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara
tertulis kepada bersangkutan dengan disertal alasan --—-

dari tindakan tersebut. -——-—-———
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Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -
setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan —-—-
Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk -----
mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara ---——--
tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang ---—---
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk ---
hadir guna membela diri. -—-—=—----——-———————————————————
RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan ----
dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau ------
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----

pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang

~anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak --

ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang ------
dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau --
kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang -—--—----
bersangkutan., —=——————— e e e e s o

Bpabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ---
ini, tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari --
setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka —------
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi ---
hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali --------
jabatannya. —————=-————-————-———— oo — oo ——

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk ---
sementara dan Persercan tidak mempunyali seorangpun ---
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris -
diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
mereka atas tanggungan mereka bersama. --——-----———————=—-

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -—-—-—--—-——-

—_——
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menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai -
dengan kewenangannya sebagaimané diatur dalam Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. --——--=—-————--
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan —---
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu ---
tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar -
ini amtauw keputusan, REES. ——————rr—————m==coso—rrSsase

———————————————————— RAPAT DEWAN KOMISARIS ---==--=-—=——===-=

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 -
(satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan -—-
setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden --
Komisaris atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari --
jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan --
tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1
(satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki ------
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat --
mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -—-———---
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -----
Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris —--———-—
berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk

oleh Presiden Komisaris. ——-—=—-———-—-——=———————————————=——=

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota
Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi --—---——-
disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan ---
secara langsung dengan mendapat tanda terima yang ----
layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile ---———-
yang segera ditegaskan dengan surat tercatat --——-—-—-—--———-
sekurangnya 14 (empat belas) hari atau 7 (tujuh) hari -

(untuk keadaan mendesak) sebelum tanggal Rapat ---—————-

_—
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diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --------
panggilan dan tanggal rapat. ————=—————————-——m— -
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan
tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang
telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan ----
dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan
dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat. Jika -
semua anggota Dewan Komisaris hadir untuk diwakili --
dalam Rapat Direksi, pemberitahuan sebelumnya tidak --—-

diharuskan dan Rapat tersebut berhak mengambil putusan

yang sah dan mengikat. --—-—---——--——--—-—-m——mmmm

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan ----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -
BApabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau —--——-—-—-
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak --
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di
manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana
yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan
Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat, ———c—m——msmmmrmm e e S e e e e e
Rapat Dewan Komisaris dipimpin coleh Presiden Komisaris,
dalam hal Presiden Keomisaris tidak dapat hadir atau ---
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak lain, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin --
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih
oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir ---—-
dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris vyang
bersangkutan. ————=———mmmmmm e e e e
Secorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam --
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan --—----

Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang -—----—=--=
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diberikan khusus untuk keperluan itu termasuk surat ---
kuasa yang dikirimkan melalui faksimile dengan tanda --
terima elektronik. Anggota Dewan Komisaris dapat ------
mewakili 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris --
lain dalam Rapat Dewan Komisaris. —-——--—--——————————=-—-—
Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan -----
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebu£. =
Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam rapat Dewan ---—
Komisaris, rapat Dewan Komisaris lain secara otomatis -
diselenggarakan ditempat dan waktu yang sama 14 (empat
belas) hari setelah tanggal dari usulan rapat Dewan ---
Komisaris pertama yang akan membahas hal yang sama. ———
Dalam Rapat Dewan Komisaris kedua tersebut, kuorum yang
sama untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang
sah disyaratkan. Jika kuorum tidak tercapai dalam Rapat
Dewan Komisaris kedua, maka 1 (satu) Komisaris dapat
memanggil RUPS Luar Biasa, yang akan membahas hal-hal -
yang seharusnya dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris ---
tersebut, —-——-===——=———r——————— s
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ---------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----—=-———————-
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk —------
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil --------=
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ----
dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak ---

untuk mengeluarkan satu suara. ——————————-——-———-=—-—--—-—

. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,

maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
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FEET:;_EEEZ;p anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ----

|l2.a.

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya -

yang diwakilinya. ————=—=——m—mmmee e

. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan ---
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain ----
tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanvak dari

yang hadia. s e e s e e e e Sk

. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara -

yang sama dengan dengan suara mayoritas yang --------
mengeluarkan suara dalam rapat. —————————————————————
Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris —----——--—
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5), Rapat
Dewan Xomisaris dapat Jjuga dilakukan melalui media
telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua --—
peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan —----
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam

Rapat Dewan Komisaris. ——————=————————————mom———— e

. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan —-----

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf
(a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut ----

serta untuk disetujui dan ditandatangani. --—-——---—-—

13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan —--

[ dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat
Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh
Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani cleh seluruh

anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan —-
-



14.

15.

Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris -
yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan —----—-——-—--
Komisaris, vyang bersangkutan wajib menyebutkan --------
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. —-—-----=-
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan --
tersebut tidak disyaratkan. --——————--—————————=———-————
Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan -—-———-----
ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pésal =
ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk —---
para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga --—-
mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam -
rapat yang bersangkutan. ————-—-——-——---———-————————————
Dewan Komisaris dapat Jjuga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Dewan Keomisaris, dengan -————--
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah --———---
diberitahu secara tertulis mengenal usul keputusan yang
dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. —-————-—=——-——-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan

sah dalam Rapat Dewan Komisaris. ———————————————————--—=

. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris

bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) -

kali dalam 4 (empat) bulan. --——-———————-—————————=—==--

. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana --

dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 16 Pasal ini, untuk ----

tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ------




1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -----
satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan ------
Desember tiap tahun, buku-buku Perserecan ditutup. —----—

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat

juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris

untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, -----—-—
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. —--——----

Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum --—-—

dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan ---————

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan --------

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. --—-----—-

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya -----
memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan ------
perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan ----
beserta laporan lainnya sesual dengan ketentuan -----—-
peraturan perundang-undangan yang berlaku, vyang telah
diaudit oleh Akuntan Publik vang terdaftar di 0OJK, ----
serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi -
dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan -
guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS
AR, o e e e e e i e e e i
Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para ----
pemegang saham di kantor Perserocan sebelum tanggal RUPS
Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu -—-—-————-—--
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- —------

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---

‘4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam

l ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan ---
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menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan --
mana dapat diminta bantuan tenagé ahli atas biaya -----
Persercan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan ---
keterangan yang diperlukan, -----—----—"-—-———————-——————--
Perseroan wajlb mengumumkan Neraca dan Laporan Laba ---
Rugi Persercan dalam surat kabar harian berbahasa -----
Iindonesia vyang berperedaran nasional, dengan —---—--——--—-
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----—--

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -—--————-—-

RUPS Perserocan terdiri dari : =—-——-———————————c——o—————=
a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 —-
I Anggaran Dasar ini; dan ——==——————————————————————==
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut
‘ RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu --
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -
Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan
tegas dinyatakan lain. ————=——=——srmm——m——ms s
Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
Peraturan OJK mengenal rencana dan penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat juga melaksanakan
RUPS secara elektronik sesual dengan Peraturan OJK ---
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham —--—-—-—-----
Perusahaan Terbuka secara elektronik. ——————————————=--
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan
RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan sistem
atau sarana elektronik seperti media telekonferensi,
video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya

untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan




[_Eelaporan RUPS Perusahaan Terbuka. -—-———----—n———
' 4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS. -————-==————c—me——

‘ 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah; atauy ———————————————————————————

I b. Dewan Komisaris. -----=-=-----"-""""""-"--———
‘ 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -------
dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada ---

Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -

|3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) --

ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham -----

sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini
ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ———————————=—-

4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada angka 1) ayat ini harus: —-———————————————————-
a. dilakukan dengan itikad baik; ---—-—=-—-———=-——==

b. mempertimbangkan kepentingan Persercan; ---—----—-

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan

’ d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang

| harus diputuskan dalam RUPS; dan —-—=------=---oo-

| e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- --

I undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. —---—-—-—-———-—

'5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang

saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ---

sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima
Direksi.-——--o

6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara --
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10.

1.3..

rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 4 angka 2) Pasal ini dari éemegang saham atau ---
Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari
kerja sebelum pengumuman. ——-——--—————————-———————————————
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 ----
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan --
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi. wajib
MeNgUMUIMKaNn: ——————————————— - - - - —————— oo
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ----
| pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. —-—————-=-——-——-
Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman --—-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang
saham dapat mengajukan kembali permintaan -----------
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris. ----
Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam Jjangka waktu paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada
ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris. ---—---————---
Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
9 Pasal Ini.-————=——=—mmr e e e e e
Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam ----

jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari =-------
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13.

14.

terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib -----
mengumumkan: ———————— - —mm
a. Terdapat permintaan penyelengaraan RUPS dari -----

I pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan —---—-—-

b. Alasan tidak diselengarakannya RUPS. —-———————-——————-

. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman --

sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaul, pemegang
saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya --

RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah —-------

‘hukumnya meliputi tempat kedudukan Persercan untuk ---—-

menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. ----
Pemegang saham yang telah mempercleh penetapan --------
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ---—-

dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan

Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh ----
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua
pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan -----
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ayat 4 angka 1) huruf a Pasal ini wajib tidak ---
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu ---
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS --
oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan

oleh ketua pengadilan negeri. ——--———————————--——-——————

.Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka
1) huruf b Pasal ini, dalam Jjangka waktu paling lambat

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
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17

18.

1:9:.

| 20.

penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib --
mengumunkan: —--——————m——==——-————— e s
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan
I Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan ---—--——----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. --—--—————————

.Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -—-—-——--=

sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka
waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan —--—--
Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----————- R

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari ---—-
terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima ----
belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini
telah terlampaui.---————----""""-——"—--————————————————

Dewan Komisaris wajilb menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari ---
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
17 Pasal dfifl, ————sw——mmmmr e e e e

Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh —----
Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6
Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham --—--
sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib ----
dilakukan sesuali dengan prosedur penyelenggaraan RUPS
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. —-—-—————=——————-

Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada

ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan

_L_Efﬁfgi?g saham dan nama pemegang saham yang --———=--—--
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mengusulkan serta Jjumlah kepemilikan sahamnya pada

Perserocan, Jjika Direksi atau Dewan Komisaris ------

b. menyampaikan nama pemegang saham serta Jjumlah ---
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan --
ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin ----
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan -----

pemegang saham sesual dengan penetapan ketua ----—-

pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS --
atas permintaan Dewan Komisaris, Jjika Dewan —--—-———-—-

Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

21. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan
a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;--—--—-——-

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----—-————-——=--

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap
tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun
buku Perserocan berakhir. - -

| 2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu
l selain sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini. ------
' 3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: —----——-—-—————-—-
| a. Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
’ Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. --—-—-----

[ b. Usulan penggunaan Laba Perseroan, jika Perseroan --
| mempunyai saldo laba yang positif.--—-———-———---—-

| c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di
| B m e o e e e

‘ 4. Dalam RUPS Tahunan tersebut : ——————————————mm—memm———e

l_:i;ﬁgiiiii? mengajukan perhitungan tahunan yang telah --
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[
F’EI;;riksa oleh Akuntan Publik dan Lapeoran Tahunan

(mengenai keadaan dan jalannyé Perserocan, hasil yang
telah dicapai, perkiraan mengenal perkembangan -----
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama -
Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta -
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang -
mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan ------—-—-——-
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----

berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. —--

b. Diputuskan penggunaan laba Perserocan. —-—-————-———=——-
c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi ---
untuk menunjuk akuntan publik. -———=----—---—-———m——-
d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para --—-—
anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan --——--—--—-
Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnva -
anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan -------
tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ---——--
ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan -———-—-

wewenang tersebut coleh rapat umum pemegang saham —--—-

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. =--——=--—----—-—
e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan -

sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak ---

mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh
RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan --------
Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ------
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -------

perhitungan tahunan, kecualli perbuatan penggelapan, =---




Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan
setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan -------
Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara —---
Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum --
Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a,
b, dan ¢ dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

serta Anggardan Dasar Persergdis —————=—————————rrr—em e

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS. —-——————————————
’ (1) RUBS wajib diselenggarakan di wilayah Negara -----
| Republik Indonesia, ——=——=——s——————m
l (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu ------
| penyelenggaraan RUPS. ———————————m—mmmmm oo
' (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan dii----—--—-
a. Tempat kedudukan Perserocan; --—-—-———————————-—-=——
b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----
l utamanya; —-———————————m—m———
| c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau
| tempat kegiatan usaha utama Perseroan; --------
| d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana
‘ saham Perserocan dicatatkan. —-———————————=—mmu-n
2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS. - ——————-—-————-————————~——

Dalam menyelenggarakan RUPS, Persercan wajib memenuhi

ketentuan sebagai berikut: --——---——m——m——m
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Tﬂi;ifggg;;;;aikanA pemberitahuan mata acara rapat kepada

| OTK; ———— e mm e e e e S

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.---

| 3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK.--——-—-——————————
| (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu ----—------
menyampaikan pemberitahukan mata acara rapat kepada
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----

pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan ----—-

tanggal pengumuman RUPS., —-—-——--==---—-—-—-————-—————
(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka --
(1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan ---

FINEl, S-S arears ST e S S S S e

| (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat -----=
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini angka (2) ayat
ini, Perseroan wajlb menyampaikan perubahan mata

acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat

pemanggilan ROPS.  ————————-——————mmmommm oo
| 4. Porgimuman RUBS. —=—==r———m s e e

\ (1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak -—-—-—-—--
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ---

PRRaNgGLlak, —— e s e e i e s e i

’ (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1)

ayat ini paling sedikit memuat:------—-——-—--—---=———-

a. Ketentuan pemegang saham vang berhak hadir dalam

| b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan

‘ mMata acara fapat, ——————o—mmmm——m e e e

c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan —--——-—-——-———=—===-
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|

1

d. Tanggal pemanggilan RUPS; =——=—e———m———mmmee

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan --—-—
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat 4 angka 1), selain memuat hal yang disebut ---
pada angka (2) ayat ini, pengumuman RUPS -=——--—=---
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ---
informasi bahwa Perserocan menyelenggarakan RUPS ---

karena adanya permintaan dari pemegang saham atau

Dewan Komisaris. ————==——s——srm—mmmm e
Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh

Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, ---

dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:----
a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan —--——-———-———=-
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham
Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam --
RUES pertama; dan —————s—=s—oeu s oo e s o
b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang -—--—-—-——————---—
J disyaratkan dalam setiap rapat.--—---—-—-——————————————-
Usulan Mata Acara Rapat. ————--------—---c o ——
(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat
secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.--—-—

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara --
rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini -----
| merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih vyang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara. —-———-———-——----

(3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada
angka (1) ayat ini harus : —=—==——e—mm—mmcmmm— e

a. Dilakukan dengan itikad baik; --—--=--——==——=-—=
-'__‘_‘__-'—‘—-
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. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; —-—------

. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan

d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara
‘ tapat; @8N ==——rsrssssEsssss s aEETE s sRs e
e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
| undangan. —--------mmmomoomsmmsmo oo
Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara ---
rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat
yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan ---
mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada angka (1) sampail dengan angka (3) ---

ayat ini. ——==————————————m— o m s

| #. Pemanggilan RUPS——=————==—=mr=sos—-sosSismssessssssmes

|

| (2)

Persercan wajib melakukan pemanggilan kepada ------=
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. —-—--—--———==——=
Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka
(1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; —--—————=——=—==————-
b. Waktu penyelenggarakan RUPS; -—-—-————-—==-—===——=
c. Tempat penyelenggaraan RUPS; --------—-———————-—=

d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam

e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap
l mata acara tersebubt; =———=scmsoseacscmss e e
f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata ---

acara rapat tersedia bagl pemegang saham sejak

tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---

dengan RUPS diselenggarakan; dan —-————-—————-———-
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degf;;E;:;;;i bahwa pemegang saham dapat memberikan

. kuasa melalui e-RUPS. ——===——m—mommmmmm

| 8. Bahan Mata Acara Rapat. ————-=-——————omeoo

| @

1=
—

(5)

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat
bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh
melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; ------
Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada
angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal ---
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ----—-
penyelenggaraan RUPS; ———————-—————mmmmommm e
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan --
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata --
acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka (2) avat ini, penyediaan bahan
mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan --
peraturan perundang-undangan lain tersebut; ---——--
Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib
tersedia | ——————==———— e
a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak ----

saat pemanggilan sampail dengan penyelenggaraan

RURS; atay ——=——==—s———semss s mseatamn s das
b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana -----

dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada

saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur ----

dalam peraturan perundang-undangan. —----—-----—---
Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib ---

menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup --

64



a

| b

untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen

sebelum pelaksanaan RUPS, paiing sedikit menyatakan

. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang
] Saham Independen; dan -——-——--——————=——=————————-
. apabila di kemudian hari terbukti bahwa -—-------
pernyataan tersebut tidak benar, yang ------—-—-=
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. R
Pemanggilan RUPS. -————-—-—————————————————————————
Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS
jika terdapat perubahan informasi dalam -------—-
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini.--————-
Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud
pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara
RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang
RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana --
diatur dalam ayat 7 Pasal ini. —-—-—====-----———————
Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ---
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata --
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan ---
Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa --————-
Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan -----———-—-
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada
angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK —-
tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan --

HLIEHF: ——rorer s e e e R e R S S i e

I 10. Pemanggilan RUPS Kedua. ---———————————————————————————~

| 1)

Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, -----
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pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut: --————-=———————
a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam Jjangka
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS
pertama diselenggarakan; --——--—-—————————-—————-
‘ b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----

diselenggarakan; dan --————-———-————————=————————
! c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak
mencapai kuorum kehadiran.--—---——-—=-——————--——--

(2) Dalam hal Perserocan tidak melakukan RUPS kedua
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka
(1) huruf a ayat ini, Persercan wajib melakukan

RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana ----—----

dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.-———————————————
| 11. Pemanggilan RUPS Ketiga. —------—-——-—-—-——————————ooo-
](1) Ketentuan mengenal pemanggilan dan pelaksanaan --—-
RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan
=Y o e e L A S L Sl
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ---
harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 ---
(empat belas) hari setelah RUPS kedua --—-———==—-
dilangsungkan. —--—-——-————————————---———————————————
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ---
ayat ini memuat paling sedikit: -—————————————=——-
a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam
[ anggaran dasar Perseroan; -—-—-------------o---o—
I b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama

L_ﬁan KeGiiAR —— s e s e o ey e
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‘ (4)

e
’ ¢. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada

} pelaksanaan RUPS pertama-dan kedua; -—-————----—-
\ d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka ----——-
l memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -—---———==—===--
( e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan --
| alasannya. —==—=——-— - - - o oo oo oo —em e
RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan
sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana

dimaksud dalam angka (1) ayat ini.-—---—=====-—=-—-

, 12.Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman. -—-——-----——-—--—-

] (1)

I (2)

| 3

(4)

Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ---
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam Peraturan OJK, wajib dilakukan melalui -----

paling sedikit: =—————mesS——=smsmsr e e s

a. situs web penyedia e-RUPS;--———-—-———————————=
b. situs web bursa efek; dan--———---—----—-———--—-
&l situs web Perseroan, —-—-————=————==——=———————=—-—

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan --

ketentuan bahasa asing vang digunakan paling ----

sedikit bahasa Inggris.-——————————————————————————
Pengumuman yang menggunakan bahasa asing -——————--
sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib

memuat informasi yang sama dengan informasi dalam
| pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.-—----

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
| yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang ---
diumumkan dalam Bahasa Indconesia sebagaimana —-----
dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa

Indonesia yang digunakan sebagai acuan.—-------=—---

Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ---
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disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai ----
media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan ----—-
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka --
(1) sampai dengan angka (3) pasal ini dilakukan
melalui paling sedikit: ————————mmm
a. situs web bursa efek; dan - ——=——=—-—-————
b. situs web Perseroan. -—————————————m
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan --
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ---

sedikit bahasa Inggris.--—--——===--—mmmmmmm

l 13. Hak Pemegang Saham. -———---------———mm—

|

| (2)

| (3)

[ (4)

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -----
berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS. ————————-
Pemegang saham yvang berhak hadir dalam RUPS -----
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam daftar pemegang saham Persercan 1 (satu) --
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. ——————-——————-
Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, --
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai
berikut: —————---rr————_——————
a. untuk RUPS kedua, pemegang saham vyang berhak
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak
. hadir merupakan pemegang saham yvang terdaftar
i dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
L hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana --

dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, --=----
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(5)

I

pemegang saham yang berhak hadir dalam RUBS —------
merupakan pemegang saham yaﬁg namanya tercatat —---
dalam daftar pemegang saham Persercan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.---—-——--

Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat
9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak
hadir mengikuti ketentuan pemegang saham -----——-
sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini; e

Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan -------—
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
9 dan 17, serta pemegang saham sebagaimana -------
dimaksud dalam Pasal 18 ayat 13, daftar pemegang
saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi
Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----
kepada penyelenggara RUPS, —-—————————————————————=

Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan
terkalt mata acara rapat sepanjang tidak --—----—-

bertentangan dengan kepentingan Perserocan. ——————-=

|14.Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS.-———————-—--—--——-—————

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perserocan dapat mengundang

pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.-——————-

‘15.Pemberian Kuasa Secara Elektronik: - --———=—————-—-———-———

‘{1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian -

(2)

kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk
hadir dan memberikan suara dalam RUPS.-—-———--——-—-
Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13
Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain
untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan

suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan
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e ——
perundang-undangan, ——-———-——-———————————— o ________

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (1)
ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara ---
elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh ---
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh
Persercan, dalam hal Persercan menggunakan sistem -

yang disediakan oleh Persercan.--—-————————o—oo

’(4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3)
ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu)

. hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. ——-—————-—-
‘(5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara --
pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara

‘ elektronik. - ————
|(6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa
termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam
angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan
pilihan suara.----————————m .
|(7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana
dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ------——-
penyelenggaraan RUPS.-———————=—mmmmmm oo
(8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara ----
elektronik meliputi: —-————————om

a. Partisipan yang mengadministrasikan sub -----—-—-

’ rekening efek/efek milik pemegang saham; ------—-

b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----

c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-----—--

|(9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara --

elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) =----

huruf (b) ayat ini.-———--—-cmommmmmm

I(lO)Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8)
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ayat ini wajib: --————- e
a. cakap menurut hukum; dan —-------—-—————————————-
b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan

|Komisaris, dan karyawan Perserocan.---—----—-———-—-——-=

’(ll}Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10)

|(12)

| (16)

ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-
RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, --
dalam hal Perserocan menggunakan sistem yang ------
disediakan oleh Perseroan.————————————-——————; —————
Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara -=-
langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan
suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. --
Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta --
pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal --
Perserocan menggunakan sistem vang disediakan oleh
Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua ----
pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah -
kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan
oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan -
perundang-undangan.—-—————=——————————————————————————
Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan -
serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh -—-
Penyvédisd e-RUBS, —————c—rormerm e e e
Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran,
penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian -
dan perubahan suara diatur dalam prosedur ------
operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
Penerima FKuasa Dbertanggung Jjawab atas kuasa yang

diterima darl pemegang saham dan harus melaksanakan
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kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak ------

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.--

‘16.Penyedia e-RUPS. - ————-—---mmmm

’m

| (2)

| s

Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat ---
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang -----—
disetujui oleh OJK. ———————mmmmmmm
Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini ---—-
wajlb terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk --

memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam

Pihak lain vyang disetujui Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib
berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di
wilayah Republik Indonesia.--—-———--———-—-ooo———

Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat
ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal ------
Perseroan menggunakan sistem vang disediakan oleh
PSR AN e e e e e e e e

Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:----—-——-oon—o

| a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem ---—————-

elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;-------—-

| b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS ---

[ untuk dapat mengakses e-RUPS; ———-----------——-———

| c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur

| operasicnal standar penyelenggaraan e-RUPS;----

‘ d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan ------—-




‘7keberlangsungan kegiatan e-RUPS;-————————————===
e. memastikan keamanan dan kéandalan e-RUPS; ——————-
f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam --

hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem

termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;---
g. menyediakan rekam Jjejak audit terhadap --———--
seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk
keperluan pengawasan, penegakan hukum, ---------
penyelesaian sengketa, verifikasi, dan ——; —————
pengujian;---------——-—————-——m— e m
h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti --
pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait
penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada

tempat yang aman dan terpisah dari pusat data

i. memenuhi standar minimum sistem teknologi -----
informasi, pengamanan teknologi informasi, ----
gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola

sistem teknologi informasi;---—-————-----—--=—-----

j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan --
k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan
karena kesalahan atau kelalaiannya dalam ----—-—-—
penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.-——————-————-—=
Dalam hal Perserocan melaksanakan RUPS secara —------
elektronik dengan menggunakan sistem yang ------—
disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia -----
e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini
berlaku juga bagi Persercan, kecualli kewajiban ----
menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan ---
pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia ----

sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf h ayat

|
|
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(9)

Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai ----
prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.,--—-———=——-
Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara ---—-——--——--
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka
(7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh ---
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.----——-—-———=———————
Ketentuan mengenal prosedur dan tata cara ---——--
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka
(7) ayat ini mencakup paling sedikit:-————====—=——-
a. persyaratan dan tata cara pendaftaran -—--—--
dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-

RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna

b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;--

c. tata cara penggunaan e-RUPS;——-——-———me—mmmmaem
d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;--—-—------—-—-—=
e. batasan akses penggunaan e-RUPS;-—-—--=-—=e——m——
f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan --————-—-—

informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada --

g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam
' rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;-
h. perlindungan data pribadi sesuai dengan -------
| Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ---
i. penghentian sementara waktu pemberian layanan --

l kKepada Penggina e-RUPS.—————————m— e e

1. Pimpinan RUPS; ===——==s=c—mr=——c=—-s—scmrrmos—mosesmas==

74



(1)

(4)

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang

l ditunjuk oleh Dewan Komisaris. —-—-————————————=——~

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ---
hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh
salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi., —————————— e e
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau ---
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan ---
hadir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dén e
angka (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang -
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS. —-—--————-—————=——————————=——
Dalam hal anggota Dewan Komisaris vang ditunjuk
olen Dewan Komisaris untuk memimpin RUBS ---——--—-
mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara
yvang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS ---
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya --
yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang -
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. --—-————-————————-

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai
benturan kepentingan, RUPS dipimpin o¢leh salah
satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang --———--
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS —------
mempunyai benturan kepentingan atas mata acara
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai ------
benturan kepentingan. ——————————=-——-————————————-
Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai ------
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah

seorang pemegang saham bukan pengendalian yang --

~1
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dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya ---
yang hadir dalam RUPS. ———————— e
| 2. Tata Tertib RUPS., ———-————mmmmm
‘(l) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus -
l diberikan kepada pemegang saham yang hadir.------——-
|(2} Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud
pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum ---
RUPS dimulai. ————-mmmmmm e
‘(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib -—-----
memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling
sedikit memuat: -———=————"""-———-———
a. Kondisi umum Perseroan secara singkat; —--------—-

b. Mata acara rapat; ——-—-——==--—---—m

c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata ---
| acara rapat; dan ——————————-m e
[ d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk --

I mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. —-—---—-—-

‘3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS. - ————-———————————
l(l} Persercan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan

l risalah RUPS. ——=—mmmmmmmm e
|(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang --
pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. --—-
(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) --
ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS ---
tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS

yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. —--—-

|(4} Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib
dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang --

dibuat cleh notaris yang terdaftar di COJK. --—-—-—--
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(5)

(7)

Risalah RUPS secara elektronik wajilb dibuat dalam
bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di

OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta

Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1)
ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat
30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS --—--—-——-
diselgnggarakiis——————m=mmemmr = e rs S eaSE Sin s
Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS ——; —————
sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini jatuh
pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib ------
disampaikan paling lambat pada hari kerja --——-—-
berikutnya. ——————==--———-——————— s —
Dalam hal Persercan menyampaikan Risalah RUPS -----
melewatil batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ---
arnigka (7) ayat ini, penghitungan jumlah hari =-----
keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS —-—--——-
dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir

waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud

pada angka (7) ayat ini. -=———————————r—————mm— o
Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam -

angka (1) ayat ini wajib memuat informasi paling --

a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan ---

RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara ---

‘ b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
. hadir pada saat RUPS; -————-—————=——————=———————

‘ ¢. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang --——-
hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari ---

jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
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(11)

S R BRI e e remsiemm e

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -------
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ----

dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
rapat, Jjika pemegang saham diberi kesempatan;

f.! mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ---———————-

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah ----
suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk
setiap mata acara rapat, jika pengambilan --—-—--
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; --—-

h. keputusan RUPS; dan —-——==—=——=s————————————————

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ---
pemegang saham yang berhak, jika terdapat --—--

keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen

Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada --
angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada -------
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
RUPS diselenggarakan. —=—=—-=-—mmmmmm o
Ketentuan mengenal risalah RUPS dan ringkasan -----
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6)
sampai (10) ayat ini, pasal 21 ayat 12 angka 1 dan
3 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana —-----
dimaksud dalam Pasal 18 ayat 13 dan penyelenggaraan
RUPS oleh Dewan Kcomisaris sebagaimana dimaksud ---

dalam Pasal 18 ayat 4 angka 1 huruf b. ————-—-cuc-—-
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————————————————————————— Pagal 23-—--=——=r=sssss=se--Ssosss
1. Keputusan RUPS : ——=-—-—————————————————————————————————
|(1). Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah ----

‘ Uitk m@Eakat,., ———=rmrmm o s n e e
|(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat
ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui ==
pemungutan suara.-—-—-—-——--—-—-—- - - - - ——--—————————————
(3). Pengambilan keputusan melaluli pemungutan suara --
sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. --—-——————=-—--
' 2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan. ——————-———-—————-

l (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS ---
dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----—---
a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS —-—-

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, kecuall Anggaran Dasar --—----

Perseroan menentukan jumlah kuorum yang ---—-

lebih besar; ———————==————————e—m——o——oos=——
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat --
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
berhak mengambil keputusan, Jjika dalam RUPS
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar
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| (2)

| (3)

Kuorum

Perseroan menentukan jumlah kuorum yang ----

lebih besar; dan <——==s=—some=omimosrasssos
c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada --
huruf a dan huruf b adalah sah jika -=------
disetujul oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran ---
dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan

adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara

setuju yang lebih besar.--———————-—mom——

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----
sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat
ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas --

permohonan Perserocan, =—-——-——=——=——————————————————

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan ---
angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum ---
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara transaksi material dan/atau perubahaan ---
kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara -----
transaksi material berupa pengalihan kekayaan --
Perserocan lebih dari 50% (lima puluh persen) ---
jumlah kekayaan bersih.----—-----o————

kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata

acara perubahan anggaran dasar Perserocan yang —--—-—-——-—---

memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan --—
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urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi --—-

manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan ---

dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya ---—-

Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -

a.

RUPS dapat dilangsungkan Jjika RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara vyang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; --—-———————-

. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a

adalan sah Jjika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua
per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara

yang hadir dalam RUPS; ———————=——=roor—cmo-ro=—s=====

. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengampil -------
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang ----
saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per ----
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan —-—-—-

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; —-————————-

. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui -----—-

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ------

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --——-———-

sebagaimana dimaksud huruf c¢ tidak tercapai, RUPS ---
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga --
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri ----
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara -----

yang sah dalam kuorum kehadiran dan kucrum -----—-----
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keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --
P S AT, = e e e e e e e i e e
. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata --
acara mengalihkan kekayaan Perserocan yang merupakan ----
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, --—————-
menjadikan Jjaminan utang kekayaan Persercan yang —--———-——-
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah —----
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
peénggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ---
pengajuan permochonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan Jjangka waktu berdirinya Perserocan, dan ----
pembubaran Persercan, dilakukan dengan ketentuan sebagal
bBerikut ; ———mm e S e e e e e e e T e e e e
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri --———-—-—-
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -----
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh —-----=
saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran ----
dasar Perserocan menentukan jumlah kuorum yang lebih --
bagdit; m—=r—mommee e e S e e s e e e S e e e e
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga --
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara

yang hadir dalam RUPS; —-—————————-—————mmmmmm oo

0

. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan —---—-
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ---—---—-

keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari




S

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, —------
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah --—-

kuorum yang lebih besar; —-————-————-———————————————————

. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui -----—-

oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari -----

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --————————-

sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, ----
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----——-
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak —---
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan —--—-

Perseroan. ————————————— - oo —— o — e

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya --

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan ---

dengan ketentuan: --——-——--——-------——-———— -

a.

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -----—-
Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar ---

Persercan menentukan jumlah kuorum yang lebih ------

. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----------

huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang

Saham Independen., ———=——-————————

. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada --—-—-—---

huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat --——————--——-—-
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dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 ----—-

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang --——-—
Saham Independen, kecuali anggaran dasar ----------
Persercan menentukan jumlah kuorum yang lebih ——————-

besar; ———————-mmmmm

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui -----
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ------
Jjumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah vyang
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir —-—

dalam BUPS; ====ssstsirrcrmermrmon s me s s e

e! Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua —--—---—-—-—--
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ tidak tercapai, ---
RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUBS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ------
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham —-
dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran --

yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui ----—-
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili -—-—=-----
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang —-———-——-—
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir —-

dalai RUPS: —mmm—m—emmmeee e e e e e

Dalam hal Persercan memiliki lebih dari 1 (satu) ----
klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak
atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada ---
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan --
hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan
ketentuan; === === —mm——— e

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling ----
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sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ————-

& \

seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena --- :

dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau ------
diwakili, kecuali anggaran dasar Perserocan --—————--
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; ---—--——-—-—-
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada -———-——-
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat --————---
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----—-
berhak mengambil keputusan Jjika dalam RUPS r; —————
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ------
jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham -—-—-———---
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut -----
hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar —--——---——-

Persercan menentukan jumlah kuorum yang lebih ------

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 --
(tiga per empat) bagian daril saham dengan hak suara -

yang hadir dalam RUPS; dan --——--——-————=——===-—-———=—-

d. Dalam hal kucorum kehadiran pada RUPS kedua --------
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, ---
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ----

ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----

dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ----—---
saham yang terkena dampak atas perubahan hak -—-——--
tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----------

keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --

R——

PELSEF0aT ¢ ~———=omomars e e o r e s S SR S S s

.Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak ---—--—-

atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi ---———--

] &=

saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang --—--
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saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan -----
Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan --—-----
mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan ---—--——-
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham -------

tebsehllt. - e e e e e e e e e

8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara -----—---——-
vang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain ---—-—------
dianggap memberikan suara yang sama dengan ------—--——-—--

suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan --—-——-

9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ---
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang ------
dimilikinva dan pemegang saham tidak berhak memberikan
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --

dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang --

1. Laba bersih Perserocan dalam suatu tahun buku ---——-—-
seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan ---------
Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan -------
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ---——-—-
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS --

tersebut., - ——————————————————————— e

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan ---—————-—-
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan ----—-
yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga ----—-—
harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk ---—----—---—-
dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan -------

vang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana —--------=

saham=gaham. Perseroan dicatat; -——————=——————=———r———r——=~
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Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada ---
orang atas nama siapa saham itu ferdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh
atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk
pembagian dividen diambil; --—-——————---—————m———————
—-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada —---
semua pemegang saham; --—-—-—-—————=——"—————————————————————
Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan ---—--—-—--—-——-—-
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 12 anggaran —-—-—--—

dasgi {file ——————e—cm—mema s rsesasscccss oo n SRS

. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat ----

diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi ----
dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan ------
oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya --—--—-—--
bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima ---——-———-
DETYSEr) « ===—==—m—————— e e
Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat ---—-
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan —-----——-—-—
dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap —--------
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat --——-
dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum ----
sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan —-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang -—--—-—--——-—--—

barlaku, o e e e e e

. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ----

persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi -
dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan ----
keuangan Perserocan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa

dividen sementara (dividen interim) tersebut akan --———--
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~Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil

diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan -----
berikutnya yang diambil sesuail dengan ketentuan dalam --
Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan ---—------
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -------
bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di -—-—--——-
Indonesia di tempat di mana saham-saham Persercan —---——-

dicatatkan. ———————=—-————m——m

. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak --—------

diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang —-
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampaun, -——--—-------

dimasukkan ke dalam cadangan khusus. -———————=——=——==———

oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan —---
bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat ----------
diterima oleh Direksi Perseroan. ————=———=-—————————————=
Dividen vang tidak diambil dalam jangka waktu 10 -—----—--
(sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan --—---—----
untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik --————-—-

Perseroall, ———————rre e e e e e e e — e e s s e

. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan --

oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi --—-————-—-
(bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan —---———-----

perundang-undangan yang berlaku. ------——-———————=—--=—--

. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan ---

sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh ----
persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya --—————-
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh ----

Persergdal, —————— e e e e e e e e e

. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua --—-
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puluh persen) tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar -
jumlah dari dana cadangan yang télah melebihi jumlah --—-
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi -----
keperluan Persercan. —-——————————————————————————————————
. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana —--------
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang ----
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan ---—-—--—-—
Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku. H————"——~—~fk~ﬂk———————————; —————
. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari --—-
dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba ---

rugi Perseroan. —————————— oo oo oo

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUBS yang ---—-
dipanggil dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan --
Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar 1ini. Perubahan Anggaran
Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan ---
dg lam bahags Ihndonesliad. =——m—m=——=—r————erreaccar—ee=o==
. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut ----
nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan ----
usaha, besarnya mcdal dasar, pengurangan modal yvang ----
ditempatkan dan disetor, serta perubahan status ---——-
Perseroan dari persercan tertutup menjadi perseroan --—--
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------
Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau --------
pénggantifiva: ———————r———mm e e
Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
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—

2.

Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau —--——-——-—-

penggantinya. ———-—=—mmm o

- Keputusan mengenai pengurangan modal harus ----—-——————=—-

diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur ---
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita ----—--
Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) ------
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --------—--
berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal ---—---
tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang- ----

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ----

- Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- -----

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---—-
Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan ---
dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan --—---——-—
persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 4 Anggaran
Dasar ini. ————=ommmm e~
Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional --—-—--————-—
mengenal ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, --
pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang- -----
kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS,
dengan memperhatikan ketentuan peraturan -—-—-————————————
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ------—-

bidang Pasar Modal. —=—=———-——mmmmmmmmm
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1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan -------
dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS sesuali ----
dengan Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar ini. ——-——————————-
2. BRpabila Perseroan dibubarkan, baik karena - ——-—--——————-
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau —----—-————=—===—-
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau i
karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan -------—--
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh —-————==---

PikUIARTOE., e i i i e o e e o e e e e S i i it

l 3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam ---—-

keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud —-----

dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain. —-———————-—-
' 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau ----

’ berdasarkan penetapan Pengadilan. ---————-—-————-————————
l 5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur ---
dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik ---
Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa -------
Indonesia yang berperedaran nasional serta --——-———----
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi —-————-
Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuail dengan --—-=—-——--—

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan —---

yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----——-————————
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini --
beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku ----
sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi
oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak

yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan

dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----—-

Lj;_fifi_fffhitungan likuidasi harus dibagikan kepada ------
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para pemegang saham, masing-masing akan menerima -------
bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang --
telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki ----

Masifig-fiasing: ———————=r—me=rsmecer oo —ecooooo-—ShEssne oS

. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan --——---——-—-

mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah ----
dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita
Negara Republik Indonesia, sesual dengan ketentuan ——---
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku

di bidang Pasar Modal. --—-——————————————————-———————————

. Dalam hal Perseroan bubar, maka Persercan tidak -------

dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan -----

untuk membereskan kekayaannya dalam. proses likuidasi. --

. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 -
Pasal ini meliputi { =—-——————————oveemee————
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; --———--
b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; ------------

c. Pembayaran kepada para kreditor; --———--—-———==-——————

d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS;

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang --—-----
berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap --
bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam ---
buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 —----

Anggaran Dasar ini. ~~—==——=———r——m——c————— e e




Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini
berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan ---——--
peraturan perundang-undangan lainnya. ----—=——-————-=———-===
-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam --
Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS." --—=—=—-—-=-
-- Bkhirnya penghadap senantiasa bertindak berdasarkan ----
kekuasaan yang diberikan kepadanya itu menerangkan bahwa :-
-— Dari Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalaﬁ pasal
4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan

uang tunai melalui kas Perserocan oleh para pemegang ----

a. PT SATRIA INVESTAMA PERDANA, --—-

sebanyak 398.000.000 (tiga ratus
sembilan puluh delapan juta) ---
saham atau dengan nilai ----=----
nominal seluruhnya sebesar ..... Rp39.800.000.000, -

(tiga puluh sembilan miliar ----

delapan ratus juta Rupiah). —---—-

b. MASYARAKAT, sebanyak 435.333.300

(empat ratus tiga puluh lima ---

juta tiga ratus tiga puluh tiga

ribu tiga ratus) saham atau —----

dengan nilai nominal seluruhnya

SEDESAT ittt e Rp43.533.330.000, -
(empat puluh tiga miliar lima --

ratus tiga puluh tiga juta tiga-

ratus tiga puluh ribu Rupiah). -

-sehingga seluruhnya berjumlah -----
833.333.300 (delapan ratus tiga ----

puluh tiga juta tiga ratus tiga ----
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puluh tiga ribu tiga ratus) saham --

atau seluruhnya sebesar ............. Rp83.333.330.000,-
(delapan puluh tiga miliar tiga ---
ratus tiga puluh tiga juta tiga --

ratus tiga puluh ribu Rupiah). ----

-— Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai -----

buktinya: ————————— oo

—-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal-
seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri-
oleh ¢ == ——_————
1. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lzhir di Jakarta, pada
tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan -
ratus tujuh puluh dua), swasta bertempat tinggal di ----
Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga
009, Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan

Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk --——-——

Kependudukan 3171025611720002, Warga Negara Indonesia; -
2. Nyonya Risma Noermayanti, lahir di Sukabumi, pada -----—-
tanggal 16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh dua), swasta, bertempat tinggal di ---——-
Jakarta, Jalan Raya Centex, Rukun Tetangga 007, Rukun --
Warga 003, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta

Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan —--—-——————————~

3202065806920002, Warga Negara Indonesia; —-———-————==——=—=-—

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi- ---

-— Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah --
akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, ---

sedang penghadap selain menandatangani akta juga telah ----
-
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7 membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar kertas -

yang dijahitkan pada asli akta ini. ——————————————mmmmmman
-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. —-———————--—-

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

--D1iberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. —--
/
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